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 BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian , baik penelitian kepustakaan maupun 
penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan pada Bab 
terdahulu, berikut dapat di sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban 
terhada 
permasalahan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :. 
1. Kewenangan BNNP (DIY) dalam mengungkap jaringan 
narkotika di lapas  terletak pada proses penyelidikan dan 
penyidikan dimana dalam penyelidikan dapat dilakukan 
dengan cara penyelidikan dengan cara langsung, 
penyelidikan dengan cara informant serta  inspeksi 
mendadak (sidak) dimalam atau dini hari. Sedangkan dalam 
proses penyidikan dengan cara menggali keterangan kepada 
WBP ataupun kepada seorang yang bersangkutan yang 
kedapatan atau tertangkap tangan mengedarkan atau 
mengunakan narkotika dalam lapas. Ataupun dengan 
kewenangan yang dimiliki BNN dalam melakukan 
penyadapan dengan proses yang telah di tentukan oleh 
undang-undang. 
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2. Faktor - faktor yang menyebabkan kewenangan BNNP DIY 
tidak berjalan terhadap jaringan narkotika di lapas DIY: 
1) Faktor Internal berkaitan peredaran uang yang 
berlebihan serta saling melindungi satu sama lain di 
dalam lapas dapat menimbulkan dugaan kerjasama 
antar sipir dan petugas lapas   
2) Faktor Masyarakat dimana sikap  individual di 
lingkungan dalam masyarakat menjadikan kewenangan 
BNN kurang berjalan terhadap jaringan narkotika. Serta 
dukungan dari masyarakat terkait dalam pemberantasan 
narkotika 
3) Faktor teknologi berkaian sarana prasarana yang 
dimiliki BNN terlebih dalam teknologi yang dimiliki 
BNN  
B. SARAN   
Berdasarkan hasil penelitian terhadap Kewenangan Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) DIY dalam mengungkap jaringan Narkotika di  
Lapas DIY, diberikan saran : 
1. Sesuai dengan kewenangan yang dimilik BNN dalam 
melakukan penyelidikan harus lebih meningkatkan kerjasama 
kepada pihak terkait guna mempermudahkan dalam 
mengungkap jaringan narkotika terutama di dalam laps 
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2. Untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang telah terbukti 
terlibat kasus peredaran narkotika di dalam lapas hendaknya 
diproses secara hukum dengan transparan, agar menjadikan 
percontohan bagi para petugas lapas lainnya agar tidak terlibat 
dalam peredaran narkoba di masa mendatang. 
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